
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEIAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEIANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang        :   bahwa   untuk   melaksanakan   ketenfuan   Pasal   11   PeraturalLrl
Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  02  Tahun  2023  tentang
Pertanggungjawaban   Pelaksanaan   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2022,   perlu   menetapkan
Peraturan    Bupati    tentang    Penjabaran    Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tallun
Anggaran 2022;

Mengingat           :    1.       Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959 tentang penetapan
Undang-Undang  Damrat  Nomor  3  Tahun   1953  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11  Di Kalimantan {Lemharari
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    1959    Nomor    72,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
1820)   sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun   1965  tentang
Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   Tanah   I.aut,   Daerah
Tingkat  11  Tapin  dan  Daerah  Tingkat  11  Tabalong  Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun  1953
tentang  Pembentukan  Daerah  Tinghat  11  Di  Kalimantan
{Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor
51, Talnhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

`            `...A+

L

2.       Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4286),   scbagainana  telah  diubah  beberapa  kali
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020
tentang Kehijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
+€ELue=5an2oTgtuktc:#¥§an=an,Pa=:em±Dalc=ormRanvz:"ka:
Mengivadapi Ancalnan yang Membahayakan Perekonomian
Nasional  dan/atau  Stabilitas   Sistem  Keuangan  Menjadi
Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2020   Nomor   134,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6516) ;
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3.       Undang-Undang      Nomor      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) , sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan    Stabilitas    Sistem    Keuangan    untuk    Penanganan
Pandemi  Corona  VI.ms  Disease  2019  (Cotrid-]9)  dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian     Nasional     dan/atau     Stabilitas     Sistem
Keuangan   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor   134,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

4.       Undang-Undang     Nomor      15     Tahun     2004     tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab  Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

5.       Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6.       Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,   terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun
2022    tentang    Cipta    Kelja    Menjadi    Undang-Undang
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

7.       Undang-Undang     Nomor     30     Tahun     2014     tentang
Administrasi   Pemerintahan   (I,embaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) , sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tentang    Penetapan     Peraturan    Pemerintah     Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  tentang Cipta Kelja
Menjadi   Undang-Undang       (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8.       Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (I.embaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2005    Nomor    48,
Tambahan   Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
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4502),    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  lfayanan  Umum  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2012    Nomor    171,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5340);

10.     Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

11.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2005   tentang
Sistem   lnformasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor   138,  Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4576),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2010   Nomor   110,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

12.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2006   tentang
Pelaporan   Keuangan   dan   Kinerja   lnstansi   Pemerintah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2006  Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614 );

13.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2007   tentang
Pengelolaan    Uang    Negara/Daerah    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2007   Nomor   83,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang
Standar    Akuntansi    Pemerintahan    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor   123,  Tarnbahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

15.     Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

16.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor  92,   Tambahan
I,embaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5533)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  142,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
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17.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18
Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah  (I,embaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor   187,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

18.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pedoman   Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun   2017   Nomor   73,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

19.     Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017  tentang Hak
Keuangan dan Administratif Finpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan   Rakyat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18
Tahun   2017   tentang   Hak   Keuangan   dan   Administratif
Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor
6, Tambahan  I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

20.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   54   Tahun   2017   tentang
Badan  Usaha  Milik  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  305,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;

21.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2018   tentang
Standar  Pelayanan  Minimal  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2018   Nomor   2,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

23.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Ifaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(I,embaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor
52, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

24.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   63   Tahun   2019   tentang
Investasi  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  166,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385) ;

25.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
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26.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013
tentang    Penerapan    Standar    Akuntansi    Pemerintahan
Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  1425)  sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor 90 Tahun 2019  tentang RIasifikasi,  Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan  PembangLman  dan  Keuangan
Daerah   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2019
Nomor 1447);

27.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   19  Tahun  2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

28.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   11  Tahun  2017
tentang  Pedoman  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
tentang     Pertanggungjawaban     Pelaksanaan     Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala  Daerah   tentang  Penjabaran   Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

29.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun 2018
tentang  Badan   Layanan   Umum   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

30.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang      Klasifikasi,      Kodefikasi,      dan      Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun 2020
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan   Keuangan  Daerah
(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor
1781);

32.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun 2021
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2022   (BeritaL   Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

33.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahun
2016    tentang   Pembentukan   dan    Susunan    Perangkat
Daerah   (Ifmbaran   Daerah   Kabupaten   Tabalong   Tahun
2016  Nomor  05,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Tabalong  Nomor  02),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  03  Tahun
2021    tentang    Perubahan    Atas        Peraturan    Daerah
Kabupaten   Tabalong   Nomor   05   Tahun   2016   tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

34.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  09  Tahun
2017  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administrasi  Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tabalong  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun
2017  Nomor  09,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Tabalong Nomor 03) ;
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1.   Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Kepala    Daerah    sebagai   unsur    penyelenggara

pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3.   Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.   Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
5.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.   Pendapatan  Daerah  adalah  semua  halc  Daerah  yang  diakui  sebagai  penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
7.   Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
8.   Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.   Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali,  baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB 11
PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 tertuang dalam
Iraporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, terdiri atas :
a.     Pendapatan

1 . Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan
b.     Belanja

1. Belanja Operasi
a)   Belanja pegawai
b)   Belanja Barang
c)   Belanja subsidi
d)   Belanja Bunga
e)   Belanja Hibah
I)    Belanja Bantuan sosial

Jumlah Belanja Operasi

2. Belanja Modal
a) Belanja Tanah
b) Belanja Peralatan dan Mesin
c) Belanja BangLman dan Gedung
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
e) Belanja Aset Tetap Lainnya
I) Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

Rp217.462.615.351,98
Rpl.581.534.023.052,14
Rpl4.304.872.079,00_
Rpl.813.301.510.483,12

Rp493.947.645.587,00
Rp495.520.144.243,69
Rp748.623.240,OO
Rp3.833.967.372,cO
Rpl7.310.020.179,cO
Rol8.925.220.OcO.cO
Rpl.030.285.620.621,69

Rp8.990.906.532,cO
Rp40.788.229.662,cO
Rp45.146.224.974,00
Rp219.980.565.988,16
Rp2.039.181.465,cO
RDO.00
Rbei6.945.io8.621,16
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3. Belanja Tak Terduga
a) Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

4. Belanja Transfer
a) Belanja Transfer Bagi Hasil
b) Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Transfer

Surplus / ( Defisit )

c.     PembiayaLan
1 . Penerimaan Daerah
2. Pengeluaran Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berialan

Rpl.667.695.520.00
Rpl.667.695.520,cO

Rp8.052.000.OcO,cO
Rpl86.349.392.988.00
Rpl94.401.392.988,00

Rp270.001.692.732,27

Rp243.377.103.948,59
RD18.000.OcO.000.00
Rp225.377.103.948,59

Rp495.378.796.680,86

Pasal 4

Ringkasan   Laporan   Realisasi  Anggaran   sebagaimana  dimaksud  dalam   Pasal   3
tercantum  dalam   Lampiran   I  yang  merupakan   bagian   tidak  telpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci
lebih lanjut ke dalam Penjabaran I.aporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Penjabaran  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5
tercantum  dalam   Lampiran   11  yang  merupakan   bagian  tidak  terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

BAB Ill
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalani Berita Daerah Katupaten Tabalong.

Ditetaphan di Tanjung
pada tanggal 08 September 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIAINI
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Diundangkan di  Tanjung
pada tanggal 08 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONGTAHUN 2023 NOMOR 55


